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ABSTRAK 

 

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah kementerian 

yang baru dibentuk sehingga masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan 

kebutuhan sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara 

(ASN), khususnya di Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum, 

mendorong dilaksanakannya pengadaan penyedia jasa perorangan (PJP) untuk 

mendukung pelaksanaan tugas instansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

dampak pengadaan penyedia jasa perorangan terhadap peningkatan kinerja pegawai 

serta stratgegi pengadaan penyedia jasa perorangan di Biro Keuangan, Sumber 

Daya Manusia, dan Umum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan teknik penentuan informan melalui purposive sampling dan 

snowball sampling. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi 

pustaka, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengadaan penyedia jasa perorangan berkontribusi 

terhadap peningkatan kinerja pegawai yang tercermin pada aspek kinerja dan 

produktivitas, motivasi dan keterlibatan, turnover dan tingkat ketidakhadiran, serta 

kualitas layanan dan hasil kerja. Strategi yang diterapkan meliputi perencanaan 

SDM, rekrutmen sesuai kebutuhan instansi, seleksi berbasis kompetensi, serta 

penerapan prinsip transparansi, etika, dan kesetaraan. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa pengadaan penyedia jasa perorangan berkontribusi dalam peningkatan 

kinerja pegawai di Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum. Oleh 

Karena itu, strategi pengadaan penyedia jasa perorangan perlu terus disesuaikan 

dengan kebutuhan instansi agar mampu mendukung peningkatan kinerja pegawai 

secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disaran memperluas objek penelitian 

pada instansi pemerintahan lainnya atau menggunakan pendekatan kuantitatif 

maupun mixed methods adar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.  

 

Kata Kunci: Pengadaan Penyedia Jasa perorangan (PJP); Kinerja; Strategi 

Pengadaan; Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

The Coordinating Ministry for Community Empowerment is a newly established 

ministry that continues to face challenges in fulfilling its human resource needs. 

The limited number of State Civil Apparatus, particularly within the Bureau of 

Finance, Human Resources, and General Affairs has encouraged the procurement 

of Individual Service Providers (Penyedia Jasa Perorangan/PJP) to support the 

implementation of the institution's duties. This study aims to analyze the impact of 

Individual Service Provider procurement on improving employee performance and 

to examine the procurement strategy for Individual Service Providers at the Bureau 

KSU. This research employed a descriptive qualitative approach using purposive 

and snowball sampling techniques. Data were collected through in-depth 

interviews, documentation, and literature review and analyzed using the Miles and 

Huberman interactive analysis model. The findings indicate that the procurement 

of Individual Service Providers contributes to improving employee performance, as 

reflected in employee performance and productivity, motivation and engagement, 

turnover and absenteeism, as well as service quality and work outcomes. The 

implemented procurement strategy includes workforce planning, recruitment based 

on institutional needs, competency-based selection, and the application of the 

principles of transparency, ethics, and fairness. This study concludes that the 

procurement of Individual Service Providers contributes to improving employee 

performance within Bureau KSU. Therefore, the procurement strategy for 

Individual Service Providers should continue to be aligned with institutional needs 

to sustainably support employee performance improvement. Future research is 

recommended to expand the research scope to other goverment institutions or 

employ quantitative or mixed-method approaches to obtain more comprehensive 

findings. 

 

Keywords: Individual Service Provider (PJP) Procurement; Performance; 

Procurement Strategy; Coordinating Ministry for Community Empowerment. 
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BAB I  

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama yang perlu 

dikelola secara serius dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi. 

Keberhasilan instansi ditentukan oleh kualitas SDM yang dimilikinya, 

karena SDM yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan produktivitas 

dan efektivitas kerja instansi. Oleh karena itu, pengelolaan SDM menjadi 

aspek yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan instansi. Salah satu 

tahapan penting dalam menciptakan SDM yang profesional adalah melalui 

proses rekrutmen. Instansi memiliki tanggung jawab untuk memperoleh 

pegawai yang kompeten dan berkualitas guna mendukung pencapaikan 

kinerja instansi (Saing, 2022). Selain itu, mengingat peran strategis SDM, 

instansi juga perlu menjaga hubungan kerja yang harmonis dan 

berkelanjutan dengan para pegawainya agar tercipta lingkungan kerja yang 

kondusif (Daeli & Gulo, 2024). 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) berperan dalam 

memastikan bahwa instansi mampu dalam merekrut, mempertahankan, 

serta memotivasi talenta yang beragam guna memenuhi komitmen instansi 

kepada para pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan kinerja 

instansi secara keseluruhan. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan 

Polyhart et al. (2014) dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori 

dan Praktik (Suprana & Noorars, 2022) yang menjelaskan bahwa berbagai 

hasil penelitian selama dua dekade terakhir menunjukkan adanya hubungan 

yang kuat antara penerapan praktik MSDM yang efektif dengan 

peningkatan kinerja instansi.  

Secara umum, aktivitas dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 

mencakup perencanaan SDM, pengadaan, pengarahan, pengembangan, 

pemeliharaan, hingga pemberhentian pegawai. Seluruh aktivitas tersebut 
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bertujuan agar pengelolaan SDM dapat dilakukan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan tujuan instansi (Indiati & Jana, 2022). Salah satu tahapan 

awal yang sangat penting dalam perencanaan SDM, yaitu proses peramalan 

kebutuhan pegawai di masa mendatang agar instansi memiliki jumlah dan 

kualitas SDM yang sesuai dengan tuntutan strategisnya. 

Kinerja pegawai merupakan indikator penting dalam menilai 

keberhasilan instansi. Abun et al. (2020) mendefinisikan kinerja sebagai 

gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, atau 

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi instansi. 

Kinerja tersebut mencerminkan dari bagaimana pegawai melaksanakan 

pekerjaannya sesuai dengan arahan pimpinan, prosedur kerja, sistem 

kompensasi, serta kemampuan individu dalam mengembangkan peranan 

dan tanggung jawabnya (Murniwati, 2022). Pegawai dengan kinerja yang 

baik tidak terbenntuk secara instan, melainkan melalui proses yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, instansi perlu memperhatikan kompetensi 

dan kemampuan pegawai sebagai dasar utama dalam meningkatkan kinerja 

(Indiati & Jana, 2022). 

Salah satu fungsi MSDM yang memiliki peran strategis dalam 

membentuk kinerja pegawai adalah pengadaan SDM atau dalam Bahasa 

Inggris disebut people resourcing. Pengadaan SDM merupakan proses 

untuk memperoleh pegawai yang memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan 

kebutuhan instansi. Proses ini menjadi langkah awal yang krusial, karena 

ketepatan dalam memilih pegawai akan sangat mepengaruhi keberhasilan 

instansi. Melalui pengadaan SDM yang terencana dan sistematis, instansi 

dapat memperoleh pegawai yang tepat serta mengoptimalkan potensi 

pegawai dalam mencapai tujuan instansi. Dengan demikian, pengadaan 

SDM dapat diartikan sebagai proses pencarian dan pemilihan sumber daya 

manusia berdasarkan kesesuaian antara tugas, kualifikasi, dan kompetensi 

yang dibutuhkan melalui tahapan yang terukur dan terarah (Oktafiana et al., 

2024). 
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Dikutip dari website setkab.go.id, tertulis bahwa pada masa awal 

pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, struktur kabinet diperluas 

dengan pembentukan sejumlah kementerian/Lembaga baru dan 

restrukturisasi Kementerian/Lembaga yang ada. Dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan 

Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, 

disebutkan bahwa terdapat 48 Kementerian. Seiring dengan penambahan 

Kementerian/Lembaga dan restrukturisasi, pemerintah juga tengah 

melakukan pemetaan kebutuhan ASN secara menyeluruh. Berdasarkan 

tulisan Nikita rosa dalam artikel detikEdu (2025), Menteri PAN-RB Ibu Rini 

Widyantini menyatakan bahwa masing-masing Kementerian baru wajib 

melakukan pemetaan jabatan dan kebutuhan pegawai terlebih dahulu 

sebalum pembukaan seleksi CPNS, karena struktur dan jumlah pegawai di 

Kementerian yang baru terbentuk belum sepenuhnya terisi. Pemerintah 

memperkirakan kebutuhan total ASN di berbagai Kementerian/Lembaga 

yang diperluas mencapai sekitar 300.000 hingga 400.000 formasi. Selain itu, 

dikutip dari artikel Radar Tulungagung yang ditulis oleh Natasha Eka 

Safrina (2026) tertulis bahwa penambahan Kementerian/Lembaga 

dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan SDM 

meningkat tajam, hal tersebut termasuk usaha mempercepat rekrutmen 

karena terdapat 22 kementerian/Lembaga baru yang membutuhkan struktur 

instansi, sistem kerja, dan SDM dari awal. 

Kebijakan penataan kelembagaan kemudian dilanjutkan dengan 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang 

ditetapkan pada 5 November 2024. Hal tersebut adalah suatu dasar hukum 

dari terbentuknya Kemenko PM. Kemudian, Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2024 Pasal 3 menjelaskan bahwa peran Kemenko PM adalah sebagai 

penyelenggara sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan 
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Kementerian terkait pelaksanaan pemerintah dalam bidang pemberdayaan 

Masyarakat. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, 

koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengelolaan kebijakan berdasarkan 

agenda Pembangunan Nasional dan penugasan dari Presiden secara inklusif 

dan terintegrasi. 

Dalam melaksanakan visi misi dan TUPOKSI, setiap kementerian 

memerlukan dukungan SDM yang memadai agar penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Ketersediaan 

SDM yang sesuai, baik dari segi jumlah maupaun kompetensi, menjadi 

faktor penting dalam mendukung pencapaikan tujuan instansi. Kementerian 

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) sebagai 

kementerian yang baru dibentuk hingga saat ini masih menghadapi 

keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga kebutuhan 

tenaga kerja belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pegawai ASN.  

Untuk memenuhi kebutuhan SDM, instansi memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja melalui mekanisme pengadaan tenaga kerja jasa lainnya sesuai 

dengan peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu bentuk tenaga kerja jasa 

lainnya yang digunakan di lingkungan Kemenko PM adalah Penyedia Jasa 

Perorangan (PJP). Menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadanaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012, Penyedia Jasa 

Perorangan (PJP) adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dan 

kualifikasi tertentu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang 

lingkup yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan dari 

Surat Perjanjian Kerja (SPK). Adanya PJP merupakan bentuk dukungan 

dalam pelaksanaan pekerjaan administratif, teknis, dan juga operasional di 

unit kerja yang masih mengalami keterbatasan pegawai ASN sehingga 

pelaksanaan tugas organisasi tetap dapat berjalan secara optimal. 

Pengadaan PJP adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh tenaga 

kerja melalui mekanisme pengadaan yang diawali dengan identifikasi 
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kebutuhan pegawai, pelaksanaan rekrutmen, seleksi, hingga 

penandatanganan SPK. Sebagai usaha untuk mengatasi keterbatasan jumlah 

ASN, Kemenko PM melakukan pengadaan PJP untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja. Dengan adanya PJP diharapkan bisa mendukung dalam 

pelaksanaan tugas administrasi, teknis, dan juga operasional agar 

pelaksanaan fungsi kementererian bisa terus berjalan secara optimal selama 

proses pengembangan instansi.  

Walaupun PJP menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja, pengadaan PJP tidak hanya berdampak pada pemenuhan jumlah 

pegawai, malainkan harus bisa menghasilkan tenaga kerja yang memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan instansi agar mampu dalam 

mendukung pelaksanaan tugas dan dapat berdampak juga pada kinerja 

instansi. Jika pengadaan tidak dilakukan secara tepat, seperti yang 

dijelaskan oleh Asongwe (2023) maka akan berpotensi terhadap 

ketidaksesuaian kompetensi, rendahnya produktivitas, meningkatnya 

turnover, dan menurunnya kualitas pelayanan.  

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara 

proses pengadaan pegawai dan kinerja pegawai. Akan tetapi, penelitian 

terkait dengan pengadaaan PJP pada kementerian atau instansi yang baru 

dibentuk, masih terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Palembang et al. 

(2017) mengenai pengaruh rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo 

Manado menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara stimulan hanya 

memberikan kontribusi sebesar 24,7% terhadap kinerja karyawan, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa rekrutmen, seleksi, dan penempatan belum 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berbeda dengan temuan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh 

Wibowo (2018) mengenai pengaruh rekrutmen dan penempatan pegawai 

terhadap kinerja pegawai pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang A.Yani 



6 
 

Bandung menegaskan bahwa pengelolaan SDM, khususnya pada aspek 

pengadaan pegawai, memiliki pengaruh terhadap efektivitas kerja dan 

pencapaian tujuan instansi. Dimana, pengadaan pegawai yang tidak 

disesuaikan dengan kebutuhan serta kompetensi instansi berpotensi 

menurunkan kinerja pegawai. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Indriati 

dan Jana (2022) dalam jurnal ilmah berjudul Pengaruh Perekrutan, Seleksi, 

Penempatan Kerja dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai BPR 

Chandra Mukti Artha, yang menyimpulkan bahwa perekrutan, seleksi, 

penempatan kerja dan budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Penelitian tersebut menegaskan bahwa proses 

pengadaan pegawai yang dilaksanakan secara sistematis dan berbasis 

kompetensi mampu meningkatkan kualtias kerja, produktivitas, serta 

efektivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan pegadaan 

pegawai yang kurang tepat justru berdampak pada rendahnya kinerja 

pegawai. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu bisa diketahui bahwa 

penelitian tersebut sebagian membahas pengaruh rekrutmen dan seleksi 

terhadap peningkatan kinerja pegawai pada organisasi yang sudah 

mempunyai sistem kepegawaian yang relatif stabil. Sementara itu, 

penelitian terkait dengan pengadaan Penyedia Jasa Perorangan (PJP) di 

Kementerian yang baru dibentuk masih sangat terbatas. Selain itu, belum 

banyak penelitan yang meneliti terkait dampak pengadaan PJP terhadap 

peningkatan kinerja pegawai serta menganalisis strategi pengadaan PJP 

sesuai dengan kondisi instansi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengambil lokus di Biro 

Keuangan, SDM dan Umum Kemenko PM.  

Penelitian ini difokuskan pada Biro KSU di lingkungan Sekretariat 

Kemenko PM karena biro tersebut memiliki peran strategis dalam 

pelaksanaan kegiatan internal instansi, termasuk pengelolaan dan 

pengadaan pegawai. Proses pengadaan yang dilaksanakan oleh unit kerja 
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SDM memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan operasional 

instansi. Oleh karena itu, pengadaan pegawai yang dilaksanakan secara 

tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik 

dari sisi kuantitas, profesionalitas, maupun tanggung jawab kerja pegawai 

pegawai di lingkungan Biro Keuangan, SDM, dan Umum 

Fenomena pertama adalah kondisi pengelolaan SDM pada 

Kemenko PM karena baru dibentuk, membuat kurang optimalnya pengisian 

jabatan sesuai dengan peta jabatan yang telah ditetapkan. Pegawai ASN biro 

KSU sebelum adanya pegawai Non-ASN yang disebut sebagai pegawai 

penyedia jasa perorangan (PJP) hanya berjumlah 11 pegawai ASN untuk 

mengerjakan pekerjaan mereka. Berikut penjabaran jabatannya:  

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Biro KSU 

Jabatan Jumlah Pegawai 

Eselon II: Kepala Biro Keuangan, SDM, 

dan Umum 

1  

Kepala Bagian RT dan Pengadaan 1 

Kepala Bagian Protokoler dan TU pimpinan 1 

Kasubbag Urusan Dalam 1 

Kasubbag Protokol 1 

Kasubbag TU mentri PM 1 

Analis Kebijakan Ahli Pertama 1 

Analis Pelayanan Umum 1 

Verifikator Keuangan 1 

Jabatan Fungsional Umum 2 

Sumber: Dibuat Oleh Penulis, 2026 
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Sumber: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 

Gambar 1. 1 Peta Jabatan Biro KSU 
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Berdasarkan data di atas, hanya jabatan Kepala Biro, Kepala Bagian, 

dan Kepala Subbagian saja yang sudah terisi dan sesuai, sementara jabatan 

lainnya diisi oleh ASN yang jabatannya tidak tercantum dalam peta jabatan 

yang berlaku. Keterbatasan jumlah ASN dari Kementerian baru yang 

membuat masih adanya kekosongan jabatan. Kondisi tersebutlah yang 

mendorong Kemenko PM untuk melakukan pengadaan PJP sebagai langkah 

sementara dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI instansi, hingga 

sistem birokrasi dan kebutuhan ASN dapat terpenuhi secara optimal. 

Fenomena dua, berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai 

Penyedia Jasa Perorangan di Kemenko PM lebih besar jika dibandingkan 

dengan jumlah pegawai ASN. Kondisi ini menunjukkan bahwa PJP 

memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung kelancaran 

operasional instansi serta pelaksanaan kegiatan birokrasi di lingkungan 

Kemenko PM, khususnya dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas 

administratif dan teknis pada masing-masing unit kerja. Hingga saat ini, 

jumlah PJP di Biro KSU sudah berjumlah 66 Pegawai yang membantu 

dalam pengelolaan birokrasi mereka. Berikut adalah tabel ketersediaan 

Pegawai di Kemenko PM: 

Tabel 1. 2 Keseluruhan Pegawai di Biro KSU 

Jenis 

Pegawai 

Jumlah 

Pegawai 

Keterangan 

ASN 11 Orang Jumlah terbatas karena formasi ASN belum sepenuhnya 

tersedia. 

PJP 66 Orang Direkrut untuk mendukung operasional dan tugas teknis 

harian. 

Total 77 Orang Komposisi menunjukkan dominasi PJP. 

Sumber: Dibuat Oleh Penulis, 2026 

Data pada tabel menunjukkan bahwa Kemenko PM sebagai 

Kementerian koordinator baru yang memiliki ketergantungan terhadap 

pegawai Penyedia Jasa Perorangan. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih 
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lanjut karena di satu sisi pengadaan PJP diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja pegawai dan mendukung efektivitas instansi. 

Fenomena Ketiga, berdasarkan hasil wawancara prapenelitian 

dengan pegawai di Kemenko PM, meskipun pengadaan PJP menjadi salah 

satu solusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Biro KSU, diketahui 

bahwa hingga saat ini bahwa penilaian kinerja PJP masih bersifat 

administratif. Penilaian tersebut dilakukan melalui rekapitulasi presensi 

bulanan dan laporan kegiatan harian secara garis besar, sehingga belum 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi PJP 

terhadap peningkatan kinerja pegawai. Uraian kegiatan yang tercantum 

dalam Surat Perjanjian Kerja dengan tugas harian yang dikerjakan belum 

disertai dengan indikator penilaian kinerja yang terukur. Faktor penyebab 

dari fenomena tersebut adalah Kementerian ini merupakan Kementerian 

Koordinator yang baru dibentuk. Dimana sistem kepegawaian digital pada 

Kementerian ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga presensi 

masih belum optimal dan masih memiliki celah yang berpotensi 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai. 

Dari ketiga fenomena tersebut, terlihat bahwa pengadaan PJP sudah 

menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja karena 

keterbatasan jumlah ASN di Biro KSU Kemenko PM dan diharapkan 

mampu dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai serta efektivitas 

pelaksanaan tugas instansi. Akan tetapi, penilaian kinerja PJP yang masih 

berfokus pada aspek administratif menyebabkan kontribusi pengadaan PJP 

terhadap peningkatan kinerja belum tergambarkan secara komprehensif.  

Maka dari itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis dampak 

pengadaan PJP terhadap peningkatan kinerja pegawai serta stregi pengadaan 

PJP yang diterapkan dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai di Biro 

KSU Kemenko PM. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

gambaran terkait dengan pelaksanaan pengadaan PJP pada instamsi baru 
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yang masih dalam tahap penyesuaian serta menjadi masukan untuk instansi 

dalam penyempurnaan proses pengadaan PJP. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar 

belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak pengadaan Penyedia Jasa Perorangan (PJP) 

terhadap peningkatan kinerja pegawai Biro Keuangan, Sumber Daya 

Manusia, dan Umum di Kementerian Koordinator Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat RI? 

2. Bagaimana strategi pengadaan Penyedia Jasa Perorangan (PJP) terhadap 

peningkatan kinerja pegawai Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, 

dan Umum di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat RI? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengidentifikasi dampak pengadaan penyedia jasa perorangan (PJP) 

terhadap peningkatan kinerja pegawai Biro Keuangan, SDM, dan 

Umum di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

RI. 

2. Menentukan strategi pengadaan penyedia jasa perorangan (PJP) 

terhadap peningkatan kinerja pegawai Biro Keuangan, SDM, dan 

Umum di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

RI.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1) Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang MSDM sektor publik, pengadaan khususnya 

seleksi dan rekrutmen, strategi pengadaan dan peningkatan kinerja. 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan kajian 

ilmiah terkait pengadaan pegawai Non-ASN, terutama Penyedia 

Jasa Perorangan (PJP), serta keterkaitannya dengan peningkatkan 

kinerja pegawai pada instansi pemerintah.  

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan informasi tentang pengadaan SDM dan 

peningkatan kinerja kepada seluruh bagian terkait, seperti Kemenko 

PM RI, khususnya Biro KSU dalam pelaksanaan dan 

penyempurnaan proses pengadaan PJP. Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam 

penyesuaikan kebutuhan pegawai agar pengelolaan SDM dapat 

berjalan lebih terarah, efektif dan mendukung peningkatan kinerja 

instansi. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyediakan 

informasi yang relevan kepada pihak-pihak terkait dalam 

pengelolaan MSDM khususnya yang berkaitan dengan proses 

pengadaan SDM dan kaitannya dengan peningkatan kinerja instansi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan 

terkait pengadaan penyedia jasa perorangan (PJP) dalam meningkatkan 

kinerja pegawai di Biro KSU Kementerian Koordinator Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat, diperoleh sejulah temuan dapat menjawab 

rumusan masalah penelitian. Maka dari itu, kesimpulan penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Dampak Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan (PJP) dalam 

Meningkatkan Kinerja Pegawai di Biro KSU. 

 Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan (PJP) memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Biro Keuangan, 

Sumber Daya Manusia, dan Umum di Kementerian Koordinator Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat. Kehadiran PJP menjadi solusi dari 

keterbatasaan jumlah pegawai ASN yang belum sebanding dengan 

beban kerja instansi karena masih dalam penyesuaian kementerian yang 

beru dibentuk, sehingga dengan adanya PJP pelaksanaan tugas menjadi 

berjalan lebih efektif. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya 

produktivitas kerja melalui penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, 

pembagian beban kerja yang lebih seimbang, serta berkurangnya 

pekerjaan yang sebelumnya tertunda karena keterbatasaan SDM.  

 Selain meningkatkan produktivitas, keberadaan PJP juga 

memberikan pengaruh terhadap Motivasi dan Keterlibatan Kerja. 

Penambahan PJP mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih baik 

antara ASN dan PJP, memungkinkan ASN lebih fokus pada tugas yang 

bersifat strategis, sedangkan pekerjaan administratif ataupun 

operasional bisa didukung oleh PJP. Kondisi tersebut turut 
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meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta menciptakan 

pembagian pekerjaan yang lebih proporsional di setiap unit kerja.  

 Dari turnover dan ketidakhadiran pegawai, keberadaan PJP 

membantu dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan 

ketika terjadi kekosongan pegawai ataupun keterbatasan jumlah 

pegawai ASN. Namun, penelitian juga menemukan bahwa pengelolaan 

turnover dan evaluasi terhadap ketidakhadiran masih perlu untuk 

diperkuat agar kedepannya tidak mempengaruhi keberlangsungan 

pelaksanaan tugas instansi. Pada kualitas layanan dan hasil kerja,, 

pengadaan PJP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan 

internal karena pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih cepat, tepat, 

dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan unit kerja. 

 Secara keseluruhan, kelima informan juga menilai bahwa pengadaan 

PJP telah berhasil meningkatkan kinerja pegawai di Biro KSU. 

Keberhasilan tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui penambahan 

jumlah tenaga kerja, tetapi juga melalui kemampuan PJP dalam 

mendukung penyelesaian pekerjaan, meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan tugas, mempercepat pelayanan, serta membantu pegawai 

ASN dalam menjalankan fungsi strategisnya. Pengadaan PJP sudah 

menjadi salah satu strategi yang berperan penting dalam mendukung 

pencapaian tujuan instansi di Tengah keterbatasan jumlah pegawai ASN. 

 Maka dari itu disimpulkan bahwa pengadaan PJP tidak hanya 

menjadi solusi dari adanya keterbatasan jumlah pegawai ASN di 

kementerian yang masih di tahap pengembangan instansi, melainkan 

juga mampu dalam mendukung terciptanya pelaksanaan tugas yang 

lebih efektif sehingga kinerja pegawai dan kinerja instansi dapat terus 

terjaga. 
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2. Strategi Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan (PJP) dalam 

Meningkatkan Kinerja Pegawai 

 Strategi pengadaan penyedia jasa perorangan (PJP) pada Biro 

keuangan, sumber daya manusia, dan umum telah dilaksanakan melalui 

beberapa tahapan yang saling berkaitan yaitu perencanaan SDM, 

pelaksanaan rekrutmen, penggunaan metode seleksi berbasis 

kompetensi, serta penerapan prinsip transparansi, etika, dan kesetaraan. 

Pada tahap perencanaan, penentuan kebutuhan pegawai dilakukan 

melalui koordinasi antara unit kerja, pimpinan, dan unit SDM dengan 

mempertimbangkan kebutuhan riil instansi. Akan tetapi, penyusunan 

Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (Evjab) masih dalam 

tahap penyelesaian sehingga kebutuhan pegawai masih mengacu pada 

kondisi beban kerja yang berkembang di setiap unit kerja. 

 Pelaksanaan rekrutmen telah dilakukan sesuai dengan SOP 

rekrutmen PJP dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Kemudian, 

proses seleksi dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, 

wawancara oleh unit SDM dan wawancara bersama unit pengguna 

sehingga kompetensi kandidat dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

jabatan yang akan diisi. Penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip 

transparansi, etika, dan kesetaraan telah diterapkan selama proses 

pengadaan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada kandidat 

dan pengambilan keputusan secara bersama antara unit SDM dan user. 

Namun, penyebarluasan informasi rekrutmen melalui media resmi 

instansi masih bisa ditingkatkan lagi agar akses Masyarakat terhadap 

informasi lowongan pekerjaan menjadi lebih luas dan instansi bisa 

menemukan kandidat terbaik dari yang terbaik sesuai kompetensi 

dengan mudah.  

 Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa efektivitas 

strategi pengadaan PJP tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan 

rekrutmen dan seleksi. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa 
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aspek yang masih perlu di optimalkan. Salah satunya adalah belum 

tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan yang 

masih dalam tahap penyusunan, sehingga penentuan kebutuhan PJP saat 

ini masih didasarkan pada koordinasi antara unit kerja yang 

membutuhkan pegawai dengan pimpinan. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa indikator dari penilaian kinerja individu PJP belum 

dirumuskan secara spesifik dalam SPK, sehingga evaluasi kinerja belum 

memiliki ukuran terstandarisasi. Oleh karena itu, strategi pengadaan PJP 

kedepan perlu diarahkan dari penyelesaian dokumen ABK dan evaluasi 

jabatan sebagai dasar perencanaan SDM, penyusunan indikator kinerja 

PJP yang lebih terukur sebagai dasar evaluasi dan pengembangan 

kompetensi PJP, evaluasi pengadaan PJP secara berkala, hingga 

mempertahankan pelaksanaan seleksi berbasis kompetensi dan juga 

kolaborasi yang telah berjalan baik agar pengadaan PJP semakin efektif 

dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai di Biro KSU. Dengan 

penguatan tersebut, pengadaan PJP tidak hanya mampu dalam 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek, akan tetapi 

juga menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang 

mendukung peningkatan kinerja instansi secara berkelanjutan. 

 Dengan Demikian, keseluruhan dari hasil penelitian ini disimpulkan 

bahwa pengadan PJP telah memberikan kontribusi nyata terhadap 

peningkatan kinerja pegawai pada Biro Keuangan, SDM, dan Umum di 

Kemenko PM melalui peningkatan produktivitas, efektifitas pelaksanaan 

tugas, serta kualitas pelayanan internal. Keberhasilan tersebut juga 

didukung oleh penerapan strategi pengadaan yang meliputi perencanaan 

SDM, rekrutmen, seleksi berbasis kompetensi, hingga penerapan prinsip 

transparansi, etika, dan kesetaraan. Pengadaan PJP tidak hanya menjadi 

solusi atas keterbatasan jumlah pegawai ASN, tetapi juga bentuk dari 

strategi pengelolaan SDM yang mampu dalam mendukung efektivitas 

pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja pegawai, dan pencapaian tujuan 
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instansi jika dilaksanakan melalui proses yang terencana objektif, 

transparan, dan di evaluasi secara berkelanjutan. 

B. Saran 

Hasil penelitian tentang Analisis Pengadaan Penyedia Jasa 

Perorangan (PJP) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Biro 

Keuangan, Sumberdaya Manusia, dan Umum di Kementerian Koordinator 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, terdapat beberapa saran yang 

diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan 

pelaksanaan pengadaan PJP ataupun pengelolaan sumber daya manusia di 

lingkungan Biro KSU.  

1. Bagi Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum di Kementerian 

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 

a. Biro KSU disarankan untuk segera menyelesaikan penyusunan 

dokumen ABK dan Evaluasi Jabatan sebagai dasar dalam menentukan 

kebutuhan PJP secara lebih objektif dan terukur. Dengan tersedianya 

dokumen tersebut, proses perencanaan SDM tidak hanya didasarkan 

pada usulan unit kerja dan koordinasi dengan pimpinan, namun juga 

ada pertimbangan dari beban kerja serta kebutuhan jabatan yang 

sesungguhnya sehingga pengadaan PJP bisa menjadi lebih efektif dan 

sesuai dengan kebutuhan instansi. Walaupun mekanisme tersebut telah 

memenuhi kebutuhan instansi, namun dengan dokumen analisis jabatan 

dan analisis beban kerja diharapkan mampu memberikan dasar yang 

lebih komprehensif dalam menentukan jumlah, kompetensi, ataupun 

penempatan PJP sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan jabatan pada 

setiap unit. Maka, proses pengadaan tidak hanya menjawab kebutuhan 

jangka pendek, melainkan juga bisa mendukung perencanaan SDM 

yang lebih terarah dan berkelanjutan. 
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b. Biro KSU disarankan untuk melakukan penyusunan indikator penilaian 

kinerja PJP yang lebih terukur sebagai bahan dasar untuk proses 

evaluasi kinerja secara objektif. Penelitian ini menemukan bahwa 

pengadaan PJP telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

kinerja pegawai. Tetapi, penilaian terhadap keberhasilan tersebut masih 

lebih banyak didasarkan pada hasil pekerjaan yang terlihat dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari dan belum didukung oleh indikator 

kinerja yang secara khusus disusun bagi PJP. Penyusunan indikator 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan 

capaian kinerja setiap PJP dan juga bisa digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan terkait pengembangan, evaluasi, serta 

keberlanjutan kontrak kerja PJP secara objektif. 

c. Biro KSU disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala dengan 

menggunakan metode umpan balik 360 derajat, metode skala penilaian, 

metode esai, metode standar kerja, metode peringkat, metode skala 

penilaian berjangka perilaku, atau sistem penilaian berbasis hasil, 

terhadap pelaksanaan pengadaan PJP untuk memastikan bahwa strategi 

pengadaan yang telah diterapkan tetap sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan instansi. Evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah pegawai 

yang direkrut, namun perlu mengkaji kesesuaian antara kebutuhan 

instansi dengan kompetensi PJP yang diterima, efektivitas proses 

rekrutmen dan seleksi, kontribusi PJP terhadap pencapaian target 

kinerja instansi, serta faktor yang mempengaruhi turnover. Pengadaan 

PJP memang telah membantu dalam meningkatkan produktivitas kerja, 

mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan mendukung kelancaran 

pelayanan internal. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan secara 

berkala akan menjadi dasar bagi instansi untuk mempertahankan 

praktik yang telah berjalan dengan baik sekaligus melakukan 

penyempurnaan jika ditemukan kebutuhan atau tantangan baru sesuai 
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dengan perkembangan instansi, dan juga mampu diharapkan mampu 

dalam meminimalkan dampak negatif. 

d. Peneliti juga menyarankan agar lebih memperhatikan terkait 

pembinaan dan pengembangan kompetensi PJP setelah mereka mulai 

melaksanakan tugas. Kualitas hasil kerja PJP tidak hanya dipengaruhi 

oleh proses rekrutmen dan seleksi, melainkan dipengaruhi juga oleh 

arahan pimpinan, lingkungan kerja, serta proses pendampingan selama 

bekerja. Maka, pembinaan melalui pelatihan, coaching, pemberian 

feedback, ataupun program pengembangan kompetensi lainnya perlu 

dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dari setiap unit 

kerja. Hal tersebut diharapkan mampu dalam meningkatkan kompetensi 

dan kinerja PJP sehingga kualitas pelayanan, produktivitas kerja, serta 

kontribusi PJP terhadap penjapaian tujuan instansi bisa terus 

ditingkatkan. Saran ini juga sejalan dengan pandangan informan yang 

menyampaikan bahwa keberhasilan pengadaan PJP tidak hanya 

ditentukan oleh penambahan jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh 

kualitas rekrutmen, kesesuaian kompetensi, pembinaan, dan evaluasi 

kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan 

pada satu Biro yaitu Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum di 

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai 

pengadaan sumber daua manusia dengan ruang lingkup yang lebih luas, 

baik pada kementerian, lembaga, ataupun instansi pemerintah lainnya 

sehingga dapat memperolah gambaran yang lebih beragam mengenai 

pelaskanaan pengadaan PJP di sektor pemerintahan. 

b. Peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode penelitian 

kuantitatif ataupun mixed methods untuk mengukur pengaruh 
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pengadaan PJP terhadap peningkatan kinerja pegawai secara lebih 

objektif melalui indikator-indikator yang terukur. Dengan begitu, hasil 

penelitian tidak hanya memberikan gambaran mengenai proses 

pelaksanaan pengadaan, melainkan dapat memperkuat bukti empiris 

tentang efektivitas pengadaan PJP dalam mendukung peningkatan 

kinerja instansi. 
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